
WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM

KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum
Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya, maka perlu menetapkan lnstruksi
Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan
Bermotor di Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayal (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
TengahiJawa Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Nomor
320s);

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4444);

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor g6 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 fahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);

11 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembrnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4655),

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 f ahun 2012 tentang Kendaraan
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5317);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 f ahun 2012 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor
187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5346);

1 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 201 3 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah ((Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor40 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5404);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5594);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 l ahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 199);

lS.Peraturan Presiden Nomor g8 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk
Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 222),

l9.Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan
Menteri Perhubungan Nomor 581/MPP/KEP/10/1999 dan Nomor KM
79A Tahun 1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor yang
Dibina Sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;



3

20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
551/MPP/Kep/l0/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan 1 91 /MPP/Kepl6l20O1 ;

21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan
Umum;

22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang
Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

23.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/MENLH/8/2006 tentang
Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;

24.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009
tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe
Baru;

25.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 1296);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036);

2T.Peraluran Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 18);

28. Peraiuran Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

29.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kota
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 2
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2).
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Kepada

Untuk

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

Yth. Sdr. lnspektur Kota Surabaya.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kota
Surabaya.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam diktum Kesatu, diperintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan
Kota Surabaya untuk :

a. segera menyiapkan dan menyampaikan Rancangan Peraturan
Walikota kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya,
yang meliputi Rancangan Peraturan Walikota yang mengatur tentang
pelaksanaan ketentuan Pasal 16, Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (3),
Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kota
Surabaya;

b. melaksanakan sosialisasi atas Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum
Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya.

Melaporkan hasil pelaksanaan lnstruksi Walikota ini kepada Walikota
Surabaya.

: lnstruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 24 o}:tober 201 6

WALIKOTA SURABAYA


